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KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal ini dapat
diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan
di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah, memang terlebih
dahulu harus disusun suatu Naskah akademik sebagai acuan yang
melatarbelakangi perlunya dibentuk suatu Peraturan Daerah tersebut.
Penyusunan argumentasi ilmiah secara filosofis, sosiologis, serta
yuridis di dalam Naskah Akademik ini dirumuskan guna mendukung
perlu atau tidak perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kota Magelang

tentang Penanaman Modal.

Urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat
salah satu fokus di dalam pembangunan nasional adalah
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bergantung dari
pertumbuhan ekonomi (economical growth) dimana pembangunan
ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan begitu juga
sebaliknya. Implementasi di dalam pembangunan ekonomi ini dapat

dilakukan melalui Penanaman Modal.

Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat
penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi
suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat
bahwa penanaman modal adalah driving force setiap proses
pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan

aspek-aspek pembangunan lainnya.



Dalam penyelenggaraannya, penanaman modal di Indonesia
harus meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam
bidang penanaman modal. Dengan memperhatikan tersebut, maka
negara harus memfasilitasi penanaman modal baik di tingkat pusat
maupun di daerah, tak terkecuali penanaman modal yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang sebagai
pemegang kewenangan di dalam penyelenggaraan penanaman modal,
telah menetapkan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Dalam
perkembangannya, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan
dan penyederhanaan berbagai Undang-Undang organik/sektoral,
termasuk penanaman modal yang dibentuk dengan metode
penyusunan regulasi dengan konsep omnibus law. Dalam hal ini,
Peraturan Daerah yang dibentuk ini hanya berlaku dalam batas-batas
yurisdiksi Daerah Kota Magelang. Walaupun demikian Peraturan
Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Sebagai pemantapan konsepsi terhadap Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, maka
dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah
Daerah Kota Magelang akan mampu untuk mengakomodir aktivitas
penanaman modal secara komperehensif dan implementatif dalam
rangka meningkatkan kondusifitas investasi, bukan hanya bagi
perusahaan, tetapi juga memberikan memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat.



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya
penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan
manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman

Modal.

Kota Magelang, April 2022
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika proses pembangunan Indonesia sekarang, tugas
pengelola negara adalah secara aktif menumbuhkan iklim kesempatan,
membangkitkan daya mampu serta kecerdasan masyarakat untuk
memahami dan membangun zona equilibrium antara tonggak ekonomi
dan tonggak politik.! political equality/Kesetaraan politik sebagai
prinsip dasar dari berbagai bentuk demokrasi.2 Equality and
equilibrium, dua hal yang bergandengan menjadi indikator dan sasaran

demokrasi, demokrasi ekonomi, dan demokrasi alternatif.3

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan
UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pascareformasi. UUD
1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus
demokrasi ekonomi.4 Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, cita-
cita adil dan makmur selalu dirangkaikan menjadi satu kesatuan.
Indonesia yang dicita-citakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur.>

Cita hukum (rechtsidee) diatas, merupakan arah pembangunan
nasional beradsarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi

L prof. Dr. Emil Salim, dalam Prof. Dr. Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, Mizan Pustaka,
2016, Bandung, hal. 310

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan politik, diunduh pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 19.49 WIB

3 Parlautan Silitonga, Demokrasi Alternatif: Meraih Keadilan dan Kesejahteraan, Andi Offset, 2016,
Yogyakarta, hal. 56

4 Jimly Asshiddiqgie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal. 353

5> Ibid, hal. 378



https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_politik

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan

strategi yang sesuai dengan kebutuhan.®

Dalam hal ini, berarti salah satu fokus dalam pembangunan
nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi
bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economical growth) dimana
pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan
sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan
ekonomi.” Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui penanaman
modal, manajemen, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan,
penambahan pengetahuan, dan penambahan kemampuan

berorganisasi.®

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus bicara
mengenai sumber utamanya, yaitu investasi.? Investasi dapat diartikan
sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahan untuk membeli
barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam
perekonomian.10

«©

Penanaman modal atau (investment) diartikan sebagai:l! “an
expenditure to acquire property or other assets in order to produce
revenue; the asset so acquired. The placing of capital or laying out of
money in a way intended to secure income or profit from its employment.”
Suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau aset lainnya

untuk menghasilkan pendapatan atau perolehan aset.

& Bonaraja Purba, dkk, Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional, Yayasan Kita Menulis, 2021, Medan,
hal. 85

7 Djojojohadikusumo, 1991, dalam Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, Sah
Media, 2017, Makassar, hal. 1

8 Ibid, hal. 3

 Op.Cit., Prof. Dr. Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah hal. 223

10 Sukirno, 2006, dalam Irma VYuliani, Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, Ponorogo, hal. 53

1 Henry Campbell Black, 1996, dalam Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct
Investment), Kencana, 2016, Jakarta, hal. 1



Dalam penyelenggaraannya, penanaman modal di Indonesia
harus meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam
bidang penanaman modal.l2 Dengan memperhatikan tersebut, maka
negara harus memfasilitasi penanaman modal baik di tingkat pusat

maupun di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.l3 Adapun tujuan
penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. menciptakan lapangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,;

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun
dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Daerah dari prinsip otonomi nyata dan
bertanggung hawab menjadi prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata,
dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi ini telah memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan

mengurus semua urusan pemerintahan di wilayahnya, kecuali yang

12 ihat “asas kepastian hukum”, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
13 Alinea kelima, Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

3



ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas
kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.l4 Dalam hal ini, otonomi
daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya
ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah

pusat.1s

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
kebijakan penanaman modal ditegaskan pula di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman
Modal, meliputi:16
a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
b. pembuatan peta potensi investasi;

c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal,;

d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan Daerah;

e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan

f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan

Nonperizinan yang terintegrasi.

Kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau
asing diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Investasi yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap

14 Dadang SH. MH., Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan
Perizinan, Pena Persada, 2020, Banyumas, hal. 1

15 Dayanto dan Asma karim, Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya,
Deepublish, 2019, sleman, hal. 196

16 Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal



kesejahteraan masyarakat.!” Tidak terkecuali penanaman modal yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Penanaman modal di Kota Magelang terus mengalami
peningkatan. Adapun peningkatan penanaman modal pada triwulan IV
Tahun 2021 adalah sebagai berikut:18
a. Penanaman Modal Asing

- jumlah penanam modal mengalami peningkatan, yang di
Triwulan IV Tahun 2021 berjumlah 9.

- jumlah investasi mengalami peningkatan, yang diakhir Triwulan
IV Tahun 2021 berjumlah Rp243.776.000.

- jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan yang di akhir
triwulan IV Tahun 2021 berjumlah 401.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri

- jumlah penanam modal meningkat 312, yang di Triwulan III
Tahun 2021 berjumlah 5.040, diakhir Triwulan IV berjumlah
5.352.

- jumlah investasi meningkat Rp498.632.000, yang di Triwulan III
Tahun 2021 berjumlah Rp1992.090.000, diakhir Triwulan IV
berjumlah Rp2.490.722.

- jumlah tenaga kerja meningkat 1.993 orang, yang di Triwulan III
Tahun 2021 berjumlah 12.171 orang, diakhir Triwulan IV
berjumlah 14.164 orang.

c. Lembaga Keuangan tetap tidak terjadi peningkatan, yakni Lembaga

Keuangan Perbankan milik Pemerintah 4 buah, Pemerintah Daerah

2 buah, Swasta 23 buah, dan Non Perbankan di tiap kelurahan

dengan nama Lembaga keuangan kelurahan berjumlah 17 buah.

17 Op.Cit., Bonaraja Purba, dkk, Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional, hal. 26
18 Laporan Perkembangan Penanaman Modal Kota Magelang Tri Wulan IV 2021, Kegiatan Monitoring,
Evauasi, dan Pelaporan, DPMPTSP Kota Magelang



d. Pembentukan modal tetap (fixed capital formation) mengalami
peningkatan 313 buah, dari 5.094 buah menjadi 5.407 buah

penanaman modal.

Penanaman modal di Kota Magelang diselenggarakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
Hal ini mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan
daerah.’® Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang menyelenggarakan fungsi:20
a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan penanaman modal di
wilayah Kota Magelang, juga merunut pada Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Adapun di

dalam Peraturan Daerah ini memang telah disesuaikan dengan

19 Lihat Pasal 2, Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang

20 |ihat pasal 6 ayat (2), Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang



ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja di dalam
perkembangan hukumnya, pengaturannya tentu tetap harus
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat ini. Adapun secara materiil beberapa ketentuan yang

harus disesuaikan meliputi :

Pertama, pada kelembagaannya, maka Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal harus
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana Peraturan Daerah ini masih mengacu
pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Kedua, dalam perkembangannya, Pemerintah membentuk Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur
terkait dengan Penanaman Modal di daerah. Dimana Undang-Undang
ini juga mengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ketiga, diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,2! yang merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dalam hal ini terkait dengan Bidang Usaha Penanaman Modal.
Peraturan Presiden ini memiliki dampak cukup signifikan yang salah
satunya terkait dengan usaha besar yang diatur di dalamnya. Skala
usaha ini sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

21 peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

7



Selain materiil dalam muatan pengaturan Penyelenggaraan
Penanaman Modal di Daerah, terdapat beberapa hal formil yang perlu
disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penanaman Modal. Uji formil ini dapat dilihat dari
sistematika serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa muatan formil yang perlu disesuaikan,
diantaranya meliputi:
1. Perumusan konsiderans;
Dasar Hukum (mengingat) Pembentukan Peraturan Daerah;
Penempatan sistematika asas, dan tujuan;

Perumusan prinsip dalam materi muatan;

S

Teknik pengacuan yang belum diterapkan dibeberapa materi

muatan;

6. Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
baik dalam perumusan maupun cara penulisan;

7. Pilihan kata yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan;

8. Perumusan sanksi administrasi yang tidak sesuai dengan teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah

yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan



perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, apabila di

dalam perubahan tersebut mengakibatkan:22

a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;

b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%
(lima puluh persen); atau

c. Esensinya berubah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu
mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada
dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penanaman Modal, dan membentuk Peraturan Daerah
yang baru. Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya
dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan
Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan

penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.23

Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Magelang tentang Penanaman Modal ini berisi tentang kaidah-kaidah
hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki
atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh
Pemerintah Daerah Kota Magelang. Naskah Akademik ini diharapkan
dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Magelang, serta setiap pihak
yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penanaman

Modal di Daerah Kota Magelang.

22 |ihat angka 237 Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

2 Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan



Adapun di dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan penelitian
atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah Kota Magelang,
Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek
yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman

Modal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan
pokok dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam
Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah oleh Pemerintah

Daerah Kota Magelang?

2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-
undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota

Magelang tentang Penanaman Modal?

3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di
dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang
Penanaman Modal?

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup
materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang

Penanaman Modal?

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal adalah:
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Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, perkembangan
pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta
keuangan daerah di dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di
Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang
tentang Penanaman Modal.

Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman
Modal.

Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi
muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman

Modal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman

Modal adalah sebagai berikut:

1.

Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar
pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang
tentang Penanaman Modal.

Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman
Modal.

Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah
Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Magelang tentang Penanaman Modal.

Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang
serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan

Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal.
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D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik
ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka
yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan
perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan
referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi
dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok
terfokus (focus group discussion), serta kegiatan dengar pendapat (public
hearing) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan stakeholder

terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini
menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau
sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif
atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif)
yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam  serta
penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum
yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-

undangan yang diteliti. 24

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan
Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam
penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik
hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.25 Ketiga pendekatan ini
dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan

filosofis :

24 Marjan Miharja SH, MH, Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar llmu Perundang-undangan, CV.
Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

25 J.).Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Hal. 169.
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a.

Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk
mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap
relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota
Magelang tentang Penanaman Modal;

Pendekatan teori hukum (Konseptual),26 bertujuan untuk
mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat,
ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan
Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal.
Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),?” adalah untuk
menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat
dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota

Magelang tentang Penanaman Modal.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum

primer dan bahan-bahan hukum sekunder.?8 Penelitian ini

menggunakan sumber data berupa:

a.

Bahan hukum primer,2° terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal.

26 Menurut Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.

113.

27 pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif.
Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, ‘Teori dan Penelitian
Hukum Normatif’, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

2 |bid, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah
dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d.
Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku

sampai saat ini.
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b. Bahan hukum sekunder,3® berupa literatur-literatur ilmu
hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya
yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier,3! yaitu kamus hukum, kamus bahasa
dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah

yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data  dikumpulkan dengan cara  menginventarisasi,
mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas,
dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer,
sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah

Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara
analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan
dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,
digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan
diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data
lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data
dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif
peneliti  (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami

keseluruhan kualitas data.32

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan

berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan

30 pid, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelsan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan
seterusnya.

31 1bid, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
seterusnya.

32 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada
Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200
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ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang

tentang Penanaman Modal.

Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya
dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan
data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak
memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum
normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar
menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara
sistematis. Pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan dengan

pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang
mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik
ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan
mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan
kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka
statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian

kebenaran.33

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara
kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan
data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan
hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan
untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat
memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala
dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai

dengan yang diperlukan.

33 Anslem Strauss, Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003,
Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kasus, Makalah Diskusi,
Bandung, Yayasan AKATIGA.
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa
teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan
tentang Penanaman Modal. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan

sebagai berikut :

1. Teori Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamini3* mengatakan teori perundang-
undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan
pemahaman dan bersifat kognitif. @Pemikiran ini menekankan
pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu
dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu
karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan
daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi

atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

34 A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan
Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan aerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan
negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan
kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya.
Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki
fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari
sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah
berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan
pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1

angka 7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah
Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan

bersama Wali Kota.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam
bentuk ”statutory laws” atau "statutory legislations” dapat
dibedakan antara yang utama (primary legislations) dan yang
sekunder (secondary legislations). Menurutnya primary legislations
juga disebut sebagai legislative acts, sedangkan secondary dikenal
dengan istilah “executive acts”, delegated legislations atau
subordinate legislations.3> Peraturan daerah merupakan karakter
dari legislative acts, sama halnya dengan undang-undang. Oleh
sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang

dapat memuat sanksi.

35 Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 10
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2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (Stufenbau des rechts), menurut
Hans Kelsen3® bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang
dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma

dasar (Grundnorm).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan
norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu
Staatsfundamentalnorms (Norma fundamental negara),
Staatsgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara), Formell Gesetz
(undang-undang formal) dan Verordnung & Autonoe Satzung (Aturan

pelaksana dan Aturan otonom).37

Sistem  peraturan perundang-undangan di Indonesia
dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan
jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

36 Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, llmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25

37 Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu
Pelita | — Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

18



e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak
boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain
peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi.
Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf
g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai

dengan f.

. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945,
mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen
penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam
sistem hukum Eropa Kontinental (Civii Law) dan Anglo Saxon
(Common Law), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak
asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara
hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan
dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang

menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuadi
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundangan- undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental
dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan

oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh

19



pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl,
mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)

2. Perlindungan HAM,

3. Pemisahan Kekuasaan,

4

Adanya peradilan administrasi.38

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich
Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum”
(Rechtstaat), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo
Saxon yakni The Rule of Law. Secara Konseptual “the rule of law”
Dalam Dictionary of Law, diartikan principle of government that all
persons and bodies and the government itself are equal before and
answerable to the law and that no person shall be punished without
trial.3° Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai
unsur-unsur konsep The Rule of law, yakni;

(1) supremacy of law,
(2) equality before the law,

(3) the constitution based on individual rights.40

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah
banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan
tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah
perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola
kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan
HAM harus dijamin dalam peraturan perundang- undangan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

38 Moh. Mahfud MD, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta, h.28

39 PH. Collin, 2004, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

40 AV Dicey, 1987, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London, Macmillan
And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187
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Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam
pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan
melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan
pangan serta perlindungan hak petani di Kota Magelang.
(Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan
melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang
berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di
Kota Magelang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara
hukum “rechtstaat’, maka bentuk perlindungan itu harus diatur
dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah.
Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah
daerah dalam melakukan wupaya Penanaman Modal yang lebih

berkesinambungan.

4. Konsep Penanaman Modal

Penanaman modal atau yang dikenal dalam istilah asing
investment, tidak pernah terlepas dari arah tujuan pencapaian
kesejahteraan (konsumsi) dan pertumbuhan pembangunan
(investasi). Kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan
terkadang menghadapi situasi yang saling bertolakbelakang, akan
tetapi pada kondisi yang sempurna kesejahteraan dan

pertumbuhan haruslah berjalan beriringan, saling melengkapi.4!

Tarik menarik antara pembangunan dan kesejahteraan,
merupakan problematika tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah
dalam mengambil kebijakan, karena bagaimanapun persoalan

tersebut kembali pada seberapa banyak ketersediaan anggaran

41 Made Gde Subha Karma Resen, 2015, Planning The Diametrical Growth Of Development And Welfare (Legal
Aspect Of Human Capital Investment Towards Quality Mprovement Of Indonesian Labor Force), International
Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (April 2015) him. 96-99
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pemerintah untuk mendanai 2 (dua) kutub yang mengharapkan
untuk diprioritaskan. Pandangan George Sorensen*? menanggapi
bahwa, terdapat ketidaksesuaian dalam jangka pendek dan
jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (investasi) dan
kesejahteraan (konsumsi). Alasan ekonomi berhubungan dengan
kenyataan bahwa pertumbuhan pembangunan membutuhkan

tersedianya surplus ekonomi bagi investasi.

Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang
sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan
ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi
berpendapat bahwa penanaman modal adalah driving force setiap
proses pembangunan ekonomi